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BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas, Ketentuan Ilebih lanjut
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit
kerja di bawahanya diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
maka perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Susunan,
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Musi Rawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6626);

. Peraturan Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor
10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Rawas.
S. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Musi Rawas.
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9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Musi Rawas.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur  pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

{1) Dinas merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam
melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang
Pekerjaan Umum Sub urusan jalan, jembatan dan jasa
konstruksi.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
di bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Jalan, Jembatan dan
Jasa Konstruksi di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan perumusan rencana program bidang

Pekerjaan Umum Bina Marga sub urusan jalan dan
______jembatan serta jasa konstruksi;
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(1)

perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga sub wurusan jalan dan jembatan serta jasa
konstruksi;

pelaksanaan urusan pemeritahan dan pelayanan umum
bidang pekerjaan umum Bina Marga Sub urusan jalan dan
jembatan serta jasa konstruksi;

pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum bina marga
sub urusan jalan dan jembatan serta jasa konstruksi;
pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;

pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas, terdiri dari
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan, membawahi:
1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan
Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan; dan
3. Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan.
d. Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi,
membawahi:
1. Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi;
2. Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
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e. Bidang Rekayasa Teknik, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Leger dan Survei Teknis; dan
3. Seksi Pendataan dan Desain Jalan dan Jembatan.
f. Bidang Peralatan dan Perbekalan, membawabhi:
1. Seksi Peralatan;
2. Seksi Perbekalan ; dan
3. Seksi Tata Kelola Pemanfaatan Jalan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai
tugas memimpin  penyelenggaraan tugas Dinas
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 dan
penyelenggaraan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dinilai oleh
Sekretaris Daerah.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.




Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1)
huruf b dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian,
pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta
pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan
kegiatan Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan
program dan kegiatan pada Dinas;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi
perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan dan aset;

c. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Dinas;

f. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Dinas;

g. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
pada Dinas;

h. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 9

{1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan kesekretariatan yang
meliputi kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan teknis sesuai
dengan tingkatan jabatan dan lingkungan tugas untuk
mengkomunikasikan kebijakan  dan pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan
rencana kerja Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana
strategis Dinas;

d. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program
dan kegiatan Dinas;

e. penyusunan rencana dan anggaran Dinas;
penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi;

g. penyusunan laporan kinerja serta menyusun dokumen
SAKIP Dinas dan dokumen laporan kinerja lainnya;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Kkesekretariatan yang

meliputi kebijakan teknis urusan administrasi pengelolaan
keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai

fungsi:

a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan
aset sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan
tugas;

b. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan
administrasi keuangan dan aset Dinas;

c. pelaksanan pengelolaan administrasi keuangan dan
aset Dinas;

d. pelaksanan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan
pembukuan anggaran keuangan Dinas;

e. penyusunan laporan realisasi keuangan, laporan
keuangan akhir tahun dan laporan aset;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

g penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan
mutasi aset;

h. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
Dinas;

i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset;
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j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan kesekretariatan yang

meliputi kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian, mempunyai tugas :

a. penghimpunan kebijakan teknis  administrasi
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan
kepegawaian,;

c. penyusunan rencana formasi kebutuhan pegawai;

d. pengoordinasian penyusunan dokumen Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi jabatan
pegawai pada Dinas;

e. pengoordinasian penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Pegawai pada Dinas;

f. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan rutin
kantor di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan
masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan
dokumentasi;
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h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan
dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta aset
lainnya;

i. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan
perpustakaan Dinas:

j. penetapan dan pembuatan dokumen  rutin
kepegawaian; antara lain Sasaran Kinerja Pegawai,
usul pensiun, usul berkala, dan lain-lain;

k. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan

penyiapan pengawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan;

l. penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga
teknis dan fungsional;

m. penyiapan bahan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
proses bisnis;

n. pengoordinasian penyusunan dokumen kelembagaan,
ketatalaksanaan dan proses bisnis Dinas;

o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,;

p. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dinas;

q. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Pasal 12

(1) Bidang Pembangunan dan Pemeliharan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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3)

(1)

Bidang Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan
Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan di
wilayah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan  kegiatan
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan
pemeliharan jalan dan jembatan;

c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya;

d. pembinaan, pengawasan, fasilitasi pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan;

e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di lingkup Bidang
Pembangunan dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan;

f. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan
pelengkapnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pasal 13

Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
angka 1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan.
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3)

(1)

Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan
peningkatan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasian dan
fasilitasi pembangunan/peningkatan jalan dan
jembatan;

C. penyusunan program dan kegiatan
pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta
estimasi biaya pelaksanaan;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan/peningkatan
jalan dan jembatan;

e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
prosedur di lingkup Seksi Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan
Pasal 14

Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ angka 2)
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
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(1)

)

Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan mempunyai tugas

melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi jalan di wilayah

Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Sub Bidang Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jalan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pemeliharaan/rehabilitasi jalan;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasian dan
fasilitasi pemeliharaan/rehabilitasi jalan;

C. penyusunan program dan kegiatan
pemeliharaan/rehabilitasi jalan serta estimasi biaya
pelaksanaan;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan jalan dan jembatan;

e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jalan;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan
Pasal 15

Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ angka 3
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah
dan Dbertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan mempunyai
tugas melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi jembatan
di wilayah Kabupaten.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pemeliharaan/rehabilitasi jembatan;
b. penyiapan bahan pembinaan, koordinassian dan

fasilitasi pemeliharaan/rehabilitasi jembatan;

Cc. penyusunan program dan kegiatan
pemeliharaan/rehabilitasi jembatan serta estimasi
biaya pelaksanaan;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan jembatan;

e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jembatan;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi
Pasal 16

(1) Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pembinaan teknis dan jasa kontruksi di wilayah
Kabupaten.
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(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi
mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan
kegiatan di bidang pembinaan teknis dan jasa
konstruksi;

b. pengoordinasian kebijakan pembinaan teknis dan jasa
konstruksi;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang
pembinaan teknis dan jasa konstruksi;

d. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan
pembinaan teknis dan jasa konstruksi;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait;

f. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di lingkup Bidang
Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi
Pasal 17

Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d
angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi.

Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi
mempunyai tugas melaksanakan bina kompetensi dan

kerjasama konstruksi.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Bina Kompetensi dan kerjasama konstruksi
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan Kkegiatan bina
kompetensi dan kerjasama konstruksi;

b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rencana program
dan kegiatan bina kompetensi dan kerjasama
konstruksi;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada
pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi;

d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Bina Kompetensi dan
Kerjasama Konstruksi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas
Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi
Pasal 18

(1) Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan
Teknis dan Jasa Konstruksi.

(2) Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan teknis jasa konstruksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi mempunyai
fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan
kegiatan bina teknis jasa konstruksi;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bina teknis jasa
konstruksi;
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c. pembuatan database/sistem informasi jasa konstruksi
jaringan jalan, drainase dan sumber daya air;

d. pelaksanaan penelitian dan pengevaluasian dokumen
izin usaha jasa konstruksi, pembuatan peil banjir,
pengelolaan lingkungan pemanfaatan rawa dan jalan;

e. pembuatan rekomendasi terhadap izin usaha jasa
konstruksi;

f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Bina Teknis Jasa Konstruksi

g pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas
Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaran Jasa Konstruksi
Pasal 19

(1) Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf d angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Teknis dan Jasa Konstruksi.

(2) Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
kelembagaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan bina
kelembagaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan program dan
kegiatan bina kelembagaan dan penyelenggaraan jasa
konstruksi;

:
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c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada
sistem manajemen mutu, sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi,
pengadaan barang dan jasa konstruksi;

d. pelaksanaan adminsitrasi kontrak konstruksi;
pelaksanaan dan penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Bina Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Bidang Rekayasa Teknik
Pasal 20

(1) Bidang Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Bidang Rekayasa Teknik mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan untuk perumusan
kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan
kegiatan dan penyusunan rencana program terkait
rekayasa teknik jalan dan jembatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Rekayasa Teknik mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan
anggaran dan pelaksanaan perumusan kebijakan bina
teknis;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
rekayasa teknik;

c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
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d. pelaksanaan pembinaan kordinasi dan fasilitasi dalam
penyusunan perencanaan program dan Kkegiatan
pembangunan jalan dan jembatan;

e. pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data
jalan dan jembatan;

f. pelaksanaan pengelolahan dan pengendalian

administrasi pembangunan jalan dan jembatan;

pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan;

®

h. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang
rekayasa teknik;

i. penyusunan panduan perkiraan harga satuan dasar
dan harga satuan pekerjaan;

j. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi
di bidang rekayasa teknik;

k. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknik jalan
dan jembatan;

l. pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan
Standar Operasional Prosedur di lingkup Bidang
Rekayasa Teknik;

m. penyusunan laporan, evaluasi dan pendokumentasian
hasil perencanaan teknik jalan dan jembatan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas
Seksi Perencanaan Teknis
Pasal 21

Seksi Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Rekayasa Teknik.

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Seksi Perncanaan Teknis mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program rencana rekayasa
teknik pembangunan jalan dan jembatan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
melaksanakan survei dan penelitian struktural,
geometrik jalan, serta topografi sesuai rencana
pelaksanaan;

c. penghimpunan dan penyusunan hasil survei dalam
rangka perhitungan rencana teknik dan gambar kerja
serta estimasi biaya pelaksanaan pembangunan atau
rehabilitasi jalan dan jembatan;

d. pelaksanaan koordinasi dalam menghimpun dan
menyusun perencanaan teknis Dinas;

e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Seksi Perencanaan Teknis;

f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas
Seksi Leger dan Survey Teknis
Pasal 22

Seksi Leger dan Survey Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekayasa
Teknik.

Seksi Leger dan Survey Teknis mempunyai tugas
melaksanakan leger dan survey jalan dan jembatan di
wilayah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Seksi Leger dan Survey Teknis mempunyai
fungsi:
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a. pelaksanaan penyusunan program rencana leger dan
survey teknis;

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan
leger dan survey teknis;

c. pelaksanaan survey, penelitian kondisi jalan dan
jembatan;

d. pelaksanaan kegiatan teknis untuk pengembangan
jalan dan jembatan;

e. pelaksanaan analisa dan evaluasi jaringan, status dan
fungsi jalan;

f. pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran data
jalan dan jembatan;

g. pelaksanaan penyusunan sistem informasi database
jalan dan jembatan;

h. penyiapan peta jaringan jalan kabupaten, jalan poros
desa dan jembatan;

i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Leger dan Survey Teknis;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas
Seksi Penataan dan Desain Jalan dan Jembatan
Pasal 23

(1) Seksi Penataan dan Desaian Jalan dan Jembatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e
angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Rekayasa Teknik.

(2) Seksi Penataan dan Desaian Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan bidang
Rekayasa Teknik meliputi urusan Penataan dan Desain
Jalan dan Jembatan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sub Bidang Seksi Penataan dan Desain Jalan
dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan penataan
dan desain jalan dan jembatan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan penataan dan desain jalan dan jembatan;

c. pemberian bantuan teknis pelaksanaan terhadap
instansi yang membutuhkan;

d. penyusunan peta dan data penataan dan desain jalan
dan jembatan;

e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Penataan dan Desain Jalan
dan Jembatan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas
Bidang Peralatan dan Perbekalan
Pasal 24

Bidang Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan,
pengelolaan peralatan dan perbekalaan kebinamargaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai
fungsi:
a. penyusunan perencanaan Kegiatan bidang peralatan
dan perbekalan kebinamargaan;
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b. pelaksanaan koordinasi kebijakan  pengelolaan
peralatan dan perbekalan kebinamargaan;

c. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi peralatan
kebinamargaan,;

d. pelaksanaan pengelolaan peralatan kebinamargaan;
pemeliharaan peralatan dan perbekalan;

f. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di lingkup Bidang
Peralatan dan Perbekalan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas
Seksi Peralatan
Pasal 25

Seksi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf f angka 1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.

Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian urusan bidang peralatan kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Seksi Peralatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kebutuhan peralatan Dberat
termasuk angkutan untuk menunjang pelaksanaan
tugas dinas;

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan
peralatan kebinamargaan,;

c. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan
peralatan;

d. pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan tata usaha
penggunaan peralatan;
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e. penginvetarisan dan pelaporan secara berkala tentang
keadaan peralatan dan pemanfaatannya;

f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Peralatan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh
Seksi Perbekalan
Pasal 26

{1) Seksi Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.

(2) Seksi Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perbekalan kebinamargaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Seksi Perbekalan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kebijakan terhadap kebutuhan
perbekalan dan suku cadang peralatan
kebinamargaan;

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan
perbekalan kebinamargaan,;

c. pengelolaan dan penyimpanan perbekalan sesuai
dengan karakteristik bahan atau material berdasarkan
standar yang telah ditetapkan;

d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Perbekalan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan dan fungsinya; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua Puluh Satu
Seksi Tata Kelola Pemanfaatan Jalan
Pasal 27

Seksi Tata Kelola Pemanfaatan Jalan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peralatan
dan Perbekalan.

Seksi Tata Kelola Pemanfaatan Jalan mempunyai tugas

melaksanakan tata kelola pemanfaatan jalan dan

jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Seksi Tata Kelola Pemanfaatan Jalan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kebijakan pengelolaan
pemanfaatan jalan dan jembatan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan tata kelola pemanfaatan jalan dan jembatan;

c. penyiapan bahan berupa data dan informasi untuk
pembuatan rekomendasi izin penggunaan jalan dan
jembatan;

d. pengoordinasian pelaksanaan pekerjaan jalan dan
jembatan dengan unit kerja terkait dalam rangka
sinkronisasi program pembangunan;

e. pelaksanaan penelitian dan rekomendasi terkait usaha
jasa konstruksi jalan dan jembatan;

f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur di lingkup Seksi Tata Kelola Pemanfaatan
Jalan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

{1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja

BAB V
TATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi
dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di

luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan
kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala

tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lIebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi
dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan
akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

i PARAF KOORDINASI

# -5




Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara

berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 38

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi
setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.

(3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat
Jabatan Struktural Eselon Ill.a

(4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator
setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b

(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas
setingkat Eselon IV.a.

(6) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas setingkat
Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Sebelum dilakukan penataan kelembagaan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga berdasarkan Peraturan Bupati ini, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga tetap menjalankan tugas dan
fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Musi RawasNomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal,l Opgemlor 2021

BUPATI MUSI RAWAS,
dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, }| Otrawer 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR .23
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